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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah 
Kabupaten Aceh Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data 
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dari tahun 2008-2016. Data tersebut di 
analisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan 
indek kemampuan rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian 
keuangan daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 secara umum masih 
kurang 20% dan masuk dalam kategori kemampuan keuangan menunjukkan rendah 
sekali dan berdasarkan hubungannya masih kategori instruktif yaitu  peranan 
pemerintah puasat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah 
yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hasil penelitian untuk rasio 
efektivitas diketahui bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 hasil tidak 
efektif, hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran yang lebih besar sedangkan realisasi 
pendapatan lebih kecil. Dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami 
perbaikan dengan kategori cukup efektif, efektif dan sangat efektif. Hasil penelitian untuk 
indeks kemampuan rutin diketahui pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 kategori 
baik dan sangat baik. 
 
Kata Kunci : DAK, DAU, Otonomi Daerah dan PAD 
 
1. PENDAHULUAN 
Keuangan daerah merupakan aspek yang 
sangat penting dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan tanpa 
adanya dukungan dana. Dengan kata lain 
keuangan merupakan hal yang utama yang perlu 
diperhatikan dalam setiap merencanakan 
anggaran. Untuk itu suatu daerah otonom harus 
meningkatkan sumber-sumber pendapatan guna 
meningkatkan pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Halim (2009:18) 
mengemukakan keuangan daerah dapat diartikan 
sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat 
dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik 
berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan 
kekayaan daerah sepanjang belum 
dimiliki/dikuasai Negara atau daerah yang lebih 
tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 
ketentuan/peraturan perundangan yang 
berlaku.Dengan demikian suatu daerah yang 
otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan 
dalam menyelenggarakan pemerintahan.Daerah 
yang telah mandiri ditandai dengan berkurang 
ketergantungan keuangan terhadap pusat.Dengan 
demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana 
sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan 
PAD merupakan salah satu cara dalam 
meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah 
daerah dalam membiayai belanja rutin dan 
pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD 
terhadap APBD maka semakin besar kemampuan 
daerah dalam melaksanakan otonomi. 
Daerah otonomi dalam penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan akan dapat terlaksana secara 
optimal bila dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, 
dengan mengacu pada Undang-Undang tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya 
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian 
kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua 
sumber keuangan yang melekat pada urusan 
pemerintah yang diserahkan kepada daerah 
menjadi sumber keuangan daerah. Daerah 
diberikan hak untuk mendapatkan sumber 
keuangan yang antara lain berupa: kepastian 
tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai 
dengan urusan pemerintah yang diserahkan; 
kewenangan memungut dan mendayagunakan 
pajak dan retribusi daerah dan hak untuk 
mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya 
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nasional yang berada di daerah dan dana 
perimbangan lainnya; hak untuk mengelola 
kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-
sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan.  
Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu 
daerah di Provinsi Aceh yang menjalankan 
otonomi daerah dari tahun 2001.Sebagai daerah 
yang telah menjalankan otonomi daerah tidak 
terlepas dari kemampuan dalam bidang 
keuangan.Aspek keuangan merupakan salah satu 
dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara 
nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang 
dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah 
dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri 
guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya 
tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan 
dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah 
yang lebih tinggi. Agar diketahui kemampuan 
keuangan, maka dapat dilakukan evaluasi tingkat 
kemandirian kabupaten Aceh Timur dengan rasio 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total 
Penerimaan Daerah (TPD) serta rasio Pendapatan 
Asli Daerah terhadap bantuan, sumbangan dan 
pinjaman.  
Pada tahun 2008 berdasarkan data APBD 
diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Aceh Timur Rp 27.396.898.164, dan total 
penerimaan Rp 472.593.097.663.tahun 2009 PAD 
Rp 20.000.000.000 dan total penerimaan sebesar 
Rp 542.638.310.920, tahun 2010 PAD Rp 
46.780.572.647 dan total penerimaan Rp 
505.295.437.156. pada tahun 2011 PAD Rp 
58.609.231.264 dan total penerimaan Rp 
591.664.605.025, tahun 2012 PAD sebesar Rp 
15.622.240.485 dan total penerimaan Rp 
708.584.099.732. pada tahun 2013 PAD Rp 
43.581.957.952. dan Total Penerimaan Daerah 
sebesar Rp 773.576.604.770. Pada tahun 2014 
PAD Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
74.095.030.357 dan total penerimaan daerah 
Kabupaten Aceh Timur Rp 854.135.141.838. 
Tahun 2015 PAD sebesar Rp 94.072.964.671 dan 
total penerimaan daerah sebesar Rp 
929.994.897.318. Tahun 2016 PAD Kabupaten 
Aceh Timur sebesar Rp 43.605.152.800,dan total 
penerimaan daerah kabupaten Aceh Timur sebesar 
Rp 1.085.320.484.620. Berdasarkan data tersebut 
dapat diketahui bahwa tingkat Pendapatan Asli 
Daerah masih terlalu kecil bila dibandingkan 
dengan total penerimaan daerah. Berdasarkan 
uraian di atas, maka perumusan masalah yang 
dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini 
adalah bagaimana kemampuan keuangan daerah 
Kabupaten Aceh timur. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh 
Timur tahun 2008-2016. 
 
2. KAJIAN LITERATUR  
Pengertian Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi 
daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Menurut Nurcholis (2007), Otonomi 
daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam 
suatu daerah untuk mengatur, mengurus, 
mengendalikandan mengembangkan urusannya 
sendiri dengan menghormati peraturan 
perundangan yang berlaku. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola 
pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan menurut 
Prihatiningsih (2010:11), istilah otonomi 
mempunyai makna kebebasan atas kemandirian 
tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan 
yang terbatas, kebebasan yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang 
lebih tinggi (pemerintah pusat).Jadi secara umum 
otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian: 
1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri. 
2. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri. 
3. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga 
sendiri. 
 
Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah 
Menurut Abdullah (2007), prinsip-prinsip 
otonomi daerah terdiri dari 3 prinsip, yaitu: 
1. Prinsip Otonomi Luas  
Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala 
daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan 
kewajiban untuk menangani urusan 
pemerintahan yang tidak ditangani oleh 
pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang 
dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak 
ragam dan jenisnya.Di samping itu, daerah 
diberikan keleluasaan untuk menangani 
urusan pemerintahan yang diserahkan itu, 
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dalam rangka mewujudkan tujuan 
dibentuknya suatu daerah, dan tujuan 
pemberian otonomi daerah itu sendiri 
terutama dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, sesuai dengan potensi 
dan karakteristik masing-masing daerah. 
2. Prinsip Otonomi Nyata  
Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah 
suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk 
menangani urusan pemerintahan yang 
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. 
3. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab  
Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang 
bertanggung jawab adalah otonomi yang 
dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan pemberian 
otonomi yang pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah, termasuk 
meningkatkan kesejahteraanrakyat. 
 
Pengertian Keuangan Daerah 
Menurut Mardiasmo (2007), keuangan 
daerah atau anggaran daerah merupakan rencana 
kerja pemerintahdaerah dalam bentuk uang 
(rupiah) dalam satu periode tertentu. 
SelanjutnyaAnggaran daerah atauAnggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument 
kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. 
Selanjutnya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 
dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua 
hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Selanjutnya Jaya 
(2009),keuangan daerah adalah seluruh tatana 
nperangkat kelembagaan dan kebijaksanaan 
anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan 
belanja daerah.  
 
Sumber Keuangan Daerah 
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, 
sumber-sumber pendapatan daerah yaitu: 
1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber 
pendapatan asli daerah ini terdiri dari: 
a. Pajak daerah, terdiri dari: 
1) Pajak Provinsi: 
a) Pajak kendaraan bermotor 
b) Pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor 
c) Pajak air permukaan dan 
d) Pajak rokok 
2) Pajak Kabupaten/Kota: 
a) Pajak hotel 
b) Pajak restoran 
c) Pajak hiburan 
d) Pajak reklame 
e) Pajak penerangan jalan 
f) Pajak mineral bukan logam dan 
batuan 
g) Pajak parkir 
h) Pajak air tanah 
i) Pajak sarang burung wallet 
j) Pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan 
k) Bea Perolehan Ha katas Tanah 
dan Bangunan 
b. Retribusi daerah, terdiri dari: 
1) Retribusi jasa umum, yaitu 
retribusiatas jasa yang disediaan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 
2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi 
atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan 
menganutprinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat disediakan oleh 
sektor swasta. 
3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu 
retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka 
pemberian ijin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, 
barang, sarana, prasarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli 
daerah selanjutnya adalah hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan 
dari pengelolaan kekayaan daerah 
diharapkan dapat menjadi sumber 
pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu 
pengelolaannya harus sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan harus 
dikelola secara profesional supaya 
mendapatkan hasil yang optimal.  
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah. 
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah yang dimaksud meliputi: 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan 
2) Jasa giro 
3) Pendapatan bunga 
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing 
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk 
lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau 
jasa oleh daerah. 
2. Pinjaman daerah 
3. Lain-lain pendapatan 
Komponen dana perimbangan menurut 
pasal 10 ayat (1) UU nomor 33 tahun 2004 dan 
pasal 2 ayat (1) PP nomor 55 tahun 2005 terdiri 
dari: 
1. Dana bagi hasil 
2. Dana alokasi umum 
3. Dana alokasi khusus 
Undang-undang No 25 tahun 1999 
tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.  
Sumber dana perimbangan terdiri dari: 
1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak dan 
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber 
daya alam. 
2. Dana alokasi umum. 
3. Dana alokasi khusus. 
 
Kemampuan Keuangan Daerah 
Kemampuan pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana 
di dalam mengukur kemampuan keuangan daerah 
yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan analisis 
rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio 
kemandirian, analisis rasio efektivitas, dan rasio 
indeks kemampuan rutin. Tujuan dilakukannya 
analisis rasio keuangan tersebut antara lain rasio 
kemandirian bertujuan untuk menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumberdana 
eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 
2007).Analisis rasio efektivitas menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, indeks 
kemampuan rutin menggambarkan perbandingan 
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan dengan realisasi 
pendapatan yang diterima, indeks kemampuan 
rutin menggambarkan besarnya kemampuan 
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran 
rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintah 
(Amin dalam Vurry dkk,  2014). 
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh 
Timur dengan memiliki ruang lingkup Ekonomi 
publik yaitu menganalisis kemampuan keuangan 
daerah Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 
2008-2016. 
 
Metode Analisis Data   
Metode analisis data menggunakan 
analisis model deskriptif kuantitatif dengan cara 
menganalisis kemampuan keuangan daerah 
berupa: 
1. Rasio kemandirian, untuk mengukur 
kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna 
membiayai pembanguanan yang dihitung 
dengan rumus: 
 
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
PAD
𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 
𝑋 100% 
 
Untuk melihat pola hubungan tingkat 
kemandirian dan kemampuan keuangan daerah 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1: Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 
Sumber: Halim, 2012 
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 
rendah sekali 0-25 Instruktif 
Rendah >25-50 Konsultif 
Sedang >50-75 Partisipatif 
Tinggi >75-100 Delegatif 
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Pola Hubungan: 
1) Pola Hubungan Instruktif, peranan 
pemerintah puasat lebih dominan dari pada 
kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 
2) Pola Hubungan Konsultif, campur tangan 
pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 
karena daerah dianggap sedikit lebih mampu 
melaksanakan otonomi. 
3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan 
pemerintah pusat semakin berkurang, 
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 
kemandiriannya mendekati mampu 
melaksanakan urusan otonomi. 
4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan 
pemerintah pusat sudah tidak ada karena 
daerah telah benar-benar mampu dan mandiri 
dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 
 
2. Rasio Efektivitas 
Rasio efektivitas diukur dengan: (Mashun, 2014:187): 
 
                          Realisasi Pendapatan 
            Rasio Efektivitas     =                     X 100    
                           Anggaran Pendapatan  
 
Tabel 2: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 
Sumber: Mashun, 2014 
 
3. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) 
Formula untuk mengukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR), (Halim, 2007:234). 
 
  PD + DAU + DAK + DBH 
IKR    =                    x 100% 
                         Belanja Rutin 
 
Tabel 3: Indeks Kemampuan Rutin (IKR) 
Indeks Kemampuan Rutin 
 
IKR (%) 
Sangat baik 80,01-100,00 
Baik 60,01 – 80,00 
Cukup Baik 40,01 – 60,00 
Kurang Baik 20,01– 40,00 
Tidak Baik 00,00 – 20,00 
Sumber: Mashun, 2014 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 
Timur menjadi salah satu sumber belanja 
daerah.Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 
Timur ini diperoleh dari hasil pajak daerah, 
retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah 
selain pajak dan retribusi.Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Timur baik anggaran maupun 
realisasinya dari tahun 2008-2016 anggaran 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 
Timur.Anggaran perolehan Pendapatan Asli 
Daerah tersebut dari tahun 2008-2016 mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 2008 Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
27.396.898.164 dan pada tahun 2009 anggaran 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur 
sebesar Rp 20.000.000.000 diturunkan, karena 
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) 
Sangat efektif ≥ 100 
Efektif > 90 -100 
Cukup Efektif > 80 – 90 
Kurang Efektif > 60 – 80 
Tidak Efektif ≤  60 
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realisasi pada tahun 2008 tidak sesuai anggaran 
dan pada tahun 2009 target menurun sebesar Rp 
7.396.898.164 atau sebesar 27%. Pada tahun 2010 
jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
46.780.572.647 atau meningkat dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 26.780.572.647 atau 
sebesar 133,9%. Pada tahun 2011 anggaran 
Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp 
11.828.658.617 atau 25,3%, sehingga pada tahun 
2011 ini anggaran adalah sebesar Rp 
58.609.231.264.  
Pada tahun 2012 anggaran Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
15.622.240.485 atau terjadi penurunan sebesar Rp  
42.986.990.779 atau sebesar 73,3%. Pada tahun 
2013 anggaran Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar Rp 
43.581.957.952 dan terjadi kenaikan anggaran 
dari tahun sebelumnya sebesar Rp 27.959.717.467 
atau sebesar 179%. Pada tahun 2014 
anggaranPendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Aceh Timur adalah sebesar Rp 74.095.030.357, 
target ini meningkat dari tahun sebelumnya 
sebesar Rp 30.513.072.405 atau sebesar 70%. 
Pada tahun 2015 anggaranPendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar Rp 
94.072.964.671 dan terjadi peningkatan 
anggaranPendapatan Asli Daerah dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 19.977.934.314 atau 
sebesar 27%. Pada tahun 2016 
anggaranPendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Aceh Timur diturunkan dari tahun sebelumnya 
dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini 
sebesar Rp 43.605.152.800 atau penurunan 
Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya 
sebesar Rp 50.467.811.871 atau sebesar 53,6%. 
Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa 
anggaranPendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Aceh Timur tahun 2008-2016 mengalami 
kenaikan dan penurunan, hal ini disesuaikan 
dengan kebijakan daerah dalam memperoleh 
Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya (Sumber: 
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 
Aceh Timur, 2017) 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai 
dengan 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 
2008 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 14.411.181.053 dan pada tahun 2009 
realisasi Pendapatan Asli Daerah menurun 
menjadi sebesar Rp 8.766.371.907 atau penurunan 
Pendapatan Asli Daerah tahun ini sebesar Rp 
5.644.809.146 atau sebesar 39,2%. Pada tahun 
2010 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Aceh Timur sebesar Rp 8.935.449.601 dan terjadi 
sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya 
sebesar Rp 169.077.694 atau sebesar 1,9%. Pada 
tahun 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 13.667.862.972 atau meningkat dari 
tahun sebelumnya sebesar Rp 4.732.413.371 atau 
sebesar 53%. Pada tahun 2012 realisasi 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur 
meningkat kembali sebesar Rp 14.239.921.638 
dan peningkatannya adalah sebesar Rp 
572.058.666 atau hanya meningkat sebesar 4,2%. 
Pada tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 38.958.905.552, pada tahun ini 
peningkatan realiasai Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 24.718.983.914 atau 173,6%.  
Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar Rp 
78.405.843.572 dan realisasi pendapatan ini 
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 
39.446.938.020 atau besarannya 101,3%. Pada 
tahun 2015 jumlah realisasi Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 99.704.908.472 dan terjadi 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
21.299.064.899 atau dipersentasekan sebesar 
27,2%. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
36.398.156.147 atau mengalami penurunan dari 
tahun sebelumnya sebesar Rp 63.306.752.325 
atau sebesar 63,5%. Dengan demikian maka dapat 
diketahui rata-rata realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Rp 34.832.066.768, realisasi Pendapatan 
Asli Daerah tertinggi Rp 99.704.908.472 dan 
realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah Rp 
8.766.371.907 (Sumber: Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2017) 
 
Subsidi Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Pinjaman 
Penerimaan daerah selain Pendapatan Asli 
Daerah adalah berupa penerimaan daerah yaitu 
pendapatan transfer baik transfer pusat maupun 
transfer provinsi, serta lain-lain pendapatan yang 
sah terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, pendapatan 
hibah, pendapatan dana darurat dan pinjaman. 
Perkembangan penerimaan subsidi pemerintah 
pusat, provinsi dan pinjaman daerah di Kabupaten 
Aceh Timur tahun 2008 sampai dengan 2016. 
Subsidi pemerintah ini berupa Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi 
Hasil. Pada tahun 2008 penerimaan subsidi 
pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman daerah di 
Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
472.593.097.663. pada tahun 2009 penerimaan 
subsidi meningkat dari tahun 2008 sebesar 14,8% 
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atau Rp 70.045.213.257, sehingga penerimaan 
subsidi pemerintah pusat tahun 2009 adalah 
sebesar Rp 542.638.310.920. Tahun 2010 
penerimaan subsidi dari pemerintah pusat sebesar 
Rp 505.295.437.156 atau mengalami penurunan 
sebesar Rp 37.342.873.764 atau minus 6,9%. Pada 
tahun 2011 penerimaan subsidi sebesar Rp 
591.664.605.025 dan hal ini menunjukkan 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 
Rp 86.369.167.869 atau 17,1%. Pada tahun 2012 
penerimaan subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 
708.584.099.732 atau terjadi peningkatan sebesar 
Rp 116.919.494.707 atau 19,8%.  
Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Aceh 
Timur memperoleh penerimaan subsidi dari 
pemerintah pusat sebesar Rp 773.576.604.770 
atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 
sebesar Rp 64.992.505.038 atau sebesar 9,2%. 
Pada tahun 2014 penerimaan subsidi pemerintah 
pusat juga meningkat perolehannya yaitu sebesar 
Rp 854.135.141.838 atau meningkat dari tahun 
sebelumnya yaitu sebesar Rp80.558.537.068atau 
10,4%. Pada tahun 2015 penerimaan subsidi dari 
pemerintah pusat juga mengalami peningkatan 
sebesar Rp 75.859.755.480 atau 8,9% dan 
penerimaan subsidi tahun ini adalah Rp 
929.994.897.318. Pada tahun 2016 penerimaan 
dari pemerintah pusat Rp 1.085.320.484.620 atau 
meningkat dari tahun sebelumnya Rp 
155.325.587.302 atau 16,7%. 
 
Belanja Rutin 
Perkembangan belanja rutin di Kabupaten 
Aceh Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 
2016. Pada tahun 2008 jumlah belanja rutin 
sebesar Rp 599.470.163.450 dan pada tahun 2009 
belanja rutin sebesar Rp 718.123.058.006, hal ini 
menunjukkan peningkatan belanja dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 118.652.894.556 atau 
sebesar 19,8%. Pada tahun 2010 belanja daerah 
sebesar Rp 724.799.134.571 atau terjadi 
peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 
6.676.076.565 atau 0,9%. Pada tahun 2011 
belanja rutin sebesar Rp 760.502.299.854 atau 
terjadi peningkatan sebesar Rp 35.703.165.283 
atau meningkat sebesar 4,9%. Pada tahun 2012 
belanja rutin sebesar Rp 780.457.497.681atau 
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 
19.955.197.827 atau 2,6%. Tahun 2013 belanja 
rutinKabupaten Aceh Timur sebesar Rp 
981.194.929.600 atau meningkat dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 200.737.431.919 atau 
25,7%. Pada tahun 2014 belanja rutin sebesar Rp 
1.257.522.249.158 atau meningkat dari tahun 
2012 sebesar Rp  276.327.319.558 atau 28,2%. 
Pada tahun 2015 belanja rutin sebesar Rp 
1.445.866.215.355 dan meningkat dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 188.343.966.197 atau 
15%. Pada tahun 2016 belanja rutin kabupaten 
Aceh Timur Rp 1.528.899.541.935 atau terjadi 
peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 
83.033.326.580 atau 5,7%. Terjadinya 
peningkatan belanja yang cukup pesat di tahun 
2009, 2013,2014 dan 2015 dikarenakan adanya 
peningkatan belanja operasional  untuk 
pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Timur. 
Belanja pembangunan ini berupa pembangunan 
insfrastruktur daerah yang diharapkan dapat 
memberikan perkembangan daerah dan 
kesejahteraan masyarakatnya. 
 
Pembahasan 
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Aceh Timur 
Kemampuan keuangan daerah di 
Kabupaten Aceh Timur dapat diketahui dari hasil 
penelitian yang dilakukan berupa pendapatan Asli 
Daerah, penerimaan dari pusat berupa subsidi 
(Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Dana Bagi Hasil) serta besarnya belanja daerah 
dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Hasil 
analisis dengan menggunakan rasio kemandirian 
keuangan daerah, rasio efektivitas dan indeks 
kemampuan rutin dapat diketahui pada 
pembahasan berikut ini. Rasio kemandirian 
daerah yang diketahui dari besarnya nilai 
Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total 
penerimaan daerah rasio kemandirian dari tahun 
2008 sampai dengan tahun 2016 mengalami 
fluktuasi. Rasio kemandirian keuangan daerah ini 
diketahui dari Pendapatan Asli Daerah dibagi 
dengan total penerimaan daerah. Pada tahun 2008 
rasio kemandirian sebesar 5,8% yang diperoleh 
dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
27.396.898.164 dan dibagi dengan subsidi 
pemerintah pusat sebesar Rp 472.593.097.663. 
Pada tahun 2009 rasio kemandirian sebesar 3,7% 
yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah 
sebesaar Rp 20.000.000.000 dan total subsidi 
pemerintah pusat sebesar Rp 542.638.310.920. 
dan pada tahun 2010 rasio kemandirian sebesar 
9,3% yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah 
sebesaar Rp 46.780.572.647 dan total subsidi 
pemerintah pusat sebesar Rp 505.295.437.156. 
Tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 9,9% yang 
diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah Rp 
58.609.231.264 dan subsidi pemerintah pusat 
sebesar Rp 591.664.605.025. Tahun 2012 rasio 
kemandirian sebesar 2,2% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah Rp 15.622.240.485 dan 
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subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 
708.584.099.732. Pada tahun 2013 diperoleh rasio 
kemandirian sebesar  5,6% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah Rp 43.581.957.952 dan 
subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 
773.576.604.770. Pada tahun 2014 diperoleh rasio 
kemandirian sebesar  8,7% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah Rp 74.095.030.357 dan 
subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 
854.135.141.838. Pada tahun 2015 diperoleh rasio 
kemandirian sebesar  10,1% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah Rp 94.072.964.671 dan 
subsidi pemerintah pusar sebesar Rp 
929.994.897.318.  Pada tahun 2016 diperoleh 
rasio kemandirian sebesar 4% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah Rp 43.605.152.800 dan 
subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 
1.085.320.484.620. 
Rasio efektivitas keuangan daerah di 
Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2016. Rasio efektivitas pada tahun 
2008 sebesar 52,6% yang diperoleh dari realisasi 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
14.411.181.053 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 27.396.898.164. Tahun 2009 
sebesar 43,8% yang diperoleh dari realisasi 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
8.766.371.907 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 20.000.000.000. Tahun 2010 
sebesar 19,1% yang diperoleh dari realisasi 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
8.935.449.601 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 46.780.572.647. 
Tahun 2011 sebesar 23,3% yang 
diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 13.667.862.972 dan Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
58.609.231.264. Tahun 2012 rasio efektivitas 
sebesar 91,2% yang diperoleh dari realisasi 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
14.239.921.638 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 15.622.240.485. Pada Tahun 
2013 rasio efektivitas sebesar 89,2% yang 
diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 38.958.905.552 dan Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
43.581.957.952.  Pada Tahun 2014 rasio 
efektivitas sebesar 105,8% yang diperoleh dari 
realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
78.405.843.572 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 74.095.030.357. Pada Tahun 
2015 rasio efektivitas sebesar 106% yang 
diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 99.704.908.472 dan Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
94.072.964.671. Pada Tahun 2015 rasio 
efektivitas sebesar 83,5% yang diperoleh dari 
realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 
36.398.156.147 dan Anggaran Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp 43.605.152.800.   
Indeks kemampuan rutin Kabupaten Aceh 
Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. 
Pada tahun 2008 indeks kemampuan rutin sebesar 
83,4% yang diperoleh dari Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus  dan Dana  Bagi Hasil Rp 
499.989.995.827 belanja rutin sebesar Rp 
599.470.163.450. Tahun 2009 indeks kemampuan 
rutin sebesar 78,3% yang diperoleh dari 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus  dan Dana  Bagi Hasil  
sebesar Rp 562.638.310.920 dan belanja rutin 
sebesar Rp 718.123.058.006. Tahun 2010 rasio 
indeks kemampuan rutin sebesar 76,2% yang 
diperoleh dari  Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  dan Dana  
Bagi Hasil  sebesar Rp 552.076.009.803  dan 
belanja rutin sebesar Rp 724.799.134.571. Tahun 
2011 rasio indeks kemampuan rutin sebesar 
85,5% yang diperoleh dari  Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus  dan Dana  Bagi Hasil  sebesar Rp 
650.273.836.289 dan belanja rutin sebesar Rp 
760.502.299.854. 
Tahun 2012 rasio indeks kemampuan 
rutin sebesar 92,8% yang diperoleh dari  
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus  dan Dana  Bagi Hasil  
sebesar Rp 724.206.340.217dan belanja rutin 
sebesar Rp 780.457.497.681. Tahun 2013 rasio 
indeks kemampuan rutin sebesar 83,3% yang 
diperoleh dari  Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  dan Dana  
Bagi Hasil sebesar Rp 817.158.562.722dan 
belanja rutin sebesar Rp 981.194.929.600. Tahun 
2014 rasio indeks kemampuan rutin sebesar 
73,8% yang diperoleh dari  Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus  dan Dana  Bagi Hasil  sebesar Rp 
928.230.172.195 dan belanja rutin sebesar Rp 
1.257.522.249.158. Tahun 2015 rasio indeks 
kemampuan rutin sebesar 70,8% yang diperoleh 
dari  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus  dan Dana  Bagi 
Hasil  sebesar Rp 1.024.067.861.989 dan belanja 
rutin sebesar Rp 1.445.866.215.355. Tahun 2016 
rasio indeks kemampuan rutin sebesar 73,8% 
yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Dana  Bagi Hasil sebesar Rp 
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1.128.925.637.420dan belanja rutin sebesar Rp 
1.528.899.541.935. 
Tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 
rasio kemandirian masih dibawah 25% dan 
berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah 
termasuk rendah sekali dan pola hubungan adalah 
instruktif, dimana hubungan ini adalah peranan 
pemerintah pusat lebih dominan dari pada 
kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) serta 
pola hungan masih instruktif yaitu peranan 
pemerintah puasat lebih dominan dari pada 
kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 
 Selanjutnya untuk rasio efektivitas dapat 
diketahui kriteria yang diperoleh Pemerintah 
Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai 
dengan 2016 dapat diketahui bahwa  secara umum 
masih tidak efektif berdasarkan kriteria efektivitas 
keuangan daerah. Tingkat efektivitas keuangan 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kriteria 
tidak efektif karena masih dibawah 60%. 
Kemudian untuk  tahun 2012 termasuk kategori 
efektif karena berada pada kriteria antara 90-
100% serta untuk tahun 2013 dan 2016 kategori 
cukup efektif karena rasionya berada pada kriteria 
80-90%. Rasio efektivitas yang terbaik ada di 
tahun 2014 dan tahun 2015 dengan kategori 
sangat efektif yaitu lebih dari 100%. Tidak efektif 
pada tahun 2008-2011 dikarenakan pada tahun 
tersebut antara anggaran dan realisasi terdapat 
perbedaan yang sangat tinggi.Jumlah anggaran 
yang lebih besar dan rendahnya realisasi 
menyebabkan tidak efektifnya kondisi tersebut. 
 Selanjutnya dapat diketahui juga rasio 
efisiensi yang membandingkan nilai belanja 
daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Aceh Timur. Indeks kemampuan 
rutin dan kriteria indeks kemampuan rutin di 
kabupaten Aceh Timur dari tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2016. Indeks kemampuan rutin 
tahun 2008, 2011, 2012 dan 2013 melebihi 80% 
dan pada kriteria termasuk kategori sangat baik, 
hal ini dikarenakan pendapatan dibandingkan 
dengan belanja rutin hampir berimbang. 
Kemudian pada tahun  2009, 2010, 2014, 2015 
dan 2016 indeks kemampuan rutin melebihi 60% 
dan dibawah 80% dan termasuk kedalam kategori 
baik. 
 
5. PENUTUP 
Hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat 
ditarik beberapa kesimpulan: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 
kemandirian keuangan daerah pada tahun 
2008 sampai dengan tahun 2012 secara 
umum masih kurang 20% dan masuk dalam 
kategori kemampuan keuangan menunjukkan 
rendah sekali dan berdasarkan hubungannya 
masih kategori instruktif yaitu  peranan 
pemerintah puasat lebih dominan dari pada 
kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 
2. Hasil penelitian untuk rasio efektivitas 
diketahui bahwa padat ahun 2008 sampai 
dengan tahun 2011 hasil tidak efektif, hal 
tersebut dikarenakan jumlah anggaran yang 
lebih besar sedangkan realisasi pendapatan 
lebih kecil. Dan pada tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2016 mengalami perbaikan 
dengan kategori cukup efektif, efektif dans 
angat efektif. 
3. Hasil penelitian untuk indeks kemampuan 
rutin diketahui pada tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2016 kategori baik dan sangat 
baik. 
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